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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai, dan 

karyawan). Unsur manusia yang dilihat dari potensinya disebut sumber 

daya, berbeda dengan sumber daya material. Manusia sebagai sumber 

daya yang bersifat potensial/ abstrak tidak dapat diukur dari jumlahnya. 

Potensi ini merupakan proses dan hasil interaksi substansi fisik dan psikis 

berupa: kemampuan mencipta, kemampuan berfikir yang menghasilkan 

gagasan, kreativitas, inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, 

memprediksi, wawasan ke masa depan, keterampilan, dan keahlian.1 

Dalam sektor publik, manajemen sumber daya manusia berusaha 

untuk mengungkap manusia sebagai sumber daya seutuhnya dalam 

konsepsi pembangunan bangsa yang utuh dan menyeluruh. Dalam lingkup 

instansi pemerintah pun, Pegawai atau SDM aparatur yang selanjutnya 

disebut sebagai Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting dalam 

birokrasi sebagai pelaksana utama tugas-tugas pemerintahan. Sebagai 

abdi negara dan abdi masyarakat, SDM  aparatur  tersebut memiliki fungsi  

 
1 Hadari Nawawi Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif 
(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), h. 20. 
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inti dalam menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh SDM aparatur pun diharapkan 

mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru dengan memberikan 

pelayanan yang lebih cepat, tepat, mudah, murah, efektif dan efisien, 

sehingga tercipta kepuasan yang tidak hanya tumbuh dari dalam diri 

masyarakat sebagai sebagai penerima layanan, tetapi juga pada SDM 

aparatur yang bersangkutan sebagai pemberi layanan.2 

Salah satu filosofi yang terkandung di dalam konsep SDM, yaitu 

bahwa karyawan atau pegawai dipandang sebagai sebuah investasi bagi 

institusi, dimana jika karyawan atau pegawai tersebut dikelola dengan 

perencanaan yang baik dan lebih profesional, maka akan memberikan 

imbalan bagi institusi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar, dan 

kemungkinan pencapaian tujuan institusi lebih efektif dan efisien.3 

Dengan melihat peran dan fungsi SDM aparatur tersebut tentu 

sangat beralasan bagi instansi pemerintah untuk menciptakan SDM 

aparatur yang profesional, memiliki integritas tinggi dalam bekerja dengan 

menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan nilai-nilai moralitas yang 

kental dengan kejujuran, kesetiaan, dan komitmen. Hal tersebut menjadi 

salah satu sasaran dalam pelaksanaan tersebut berupaya untuk 

 
2 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Bandung : PT.Rafika Aditama, 2010), h. 12. 

3 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia ( Yogyakarta : STIE YPKN, 1995), h. 
19. 
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meningkatkan para aparatur negara dalam hal ini pegawai yang 

berintegritas tinggi dalam bekerja dengan efektif dan efesien.  

Peningkatan kualitas kinerja sumber daya pegawai sangat 

diperlukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja. 

Pengembangan kualitas kerja sumber daya pegawai adalah untuk 

meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam melaksanakan tugas 

tugas pemerintah. Sumber daya pegawai merupakan asset utama dalam 

organisasi yang menjadi pelaku dan perencana aktif dari setiap aktivitas 

dalam organisasi.4 

Salah satu upaya peningkatan kinerja adalah menerapkan 

kebijakan remunerasi di lingkungan para aparatur negara. Remunerasi 

bermakna sangat strategis terhadap suksesnya kinerja pegawai 

mengingat dampak paling signifikan sangat ditentukan oleh perubahan 

kultur birokrasi di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sedangkan 

keberhasilan merubah kultur tersebut, akan sangat ditentukan oleh tingkat 

kesejahteraan anggotanya. 

Remunerasi pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk 

mewujudkan visi dan misi organisasi dengan tujuan untuk menciptakan 

suatu ikatan kerja sama yang formal antara organisasi dengan pegawai 

 
4 Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia. (cet. 1; Bogor : Ghalia 
Indonesia, 2007), h. 23. 
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dalam kerangka organisasi, mengarahkan kemampuan, keterampilan, 

waktu, serta tenaga yang semuanya ditujukan untuk kepuasan kerja, 

memberikan rangsangan serta memotivasi pegawai untuk memberikan 

kinerja terbaik, remunerasi juga akan mendorong tingkat kedisiplinan 

pegawai dalam bekerja. 

Remunerasi mempunyai maksud berupa “sesuatu” yang diterima 

pegawai sebagai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya 

kepada organisasi tempat bekerja. Remunerasi mempunyai makna yang 

lebih luas dari pada gaji, karena mencakup semua bentuk imbalan baik 

secara langsung, maupun tidak langsung, dan yang bersifat rutin maupun 

tidak rutin.5 

Remunerasi pun tidak dapat disangkal, karena merupakan harapan 

utama setiap pegawai terhadap organisasinya. Remunerasi juga menjadi 

salah satu cara dominan bagi organisasi dalam mempertahankan para 

pegawainya. Dengan remunerasi yang baik, pegawai akan merasa puas 

dan nyaman sehingga mereka akan bekerja dengan produktif yang pada 

akhirnya akan membantu organisasi mencapai tujuannya.6 

Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta 

yakni merupakan instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem 

 
5 Muhammad Surya, Bunga Rampai Guru dan Pendidikan ( Jakarta : Balai Pustaka, 2004), h. 
8. 
6 Sri Hadiati WK, SH, MBA, Manajemen SDM, Keuangan, dan Materil : Bahan Ajar Diklatpim 
(Lembaga Administrasi Negara-RI, 2001), h. 50 
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remunerasi ini. Remunerasi yang berdasarkan pada kinerja, dengan 

penilaian atas disiplin dan kinerja individu para pegawainya atau di kenal 

dengan istilah pay for performance system. Sistem ini sudah banyak di 

gunakan di beberapa negara berkembang dan menjadi fenomena global. 

Performance pay has for many years been a defineng feature of 

reward practice in many developed countries. A survey of 770 North 

American organisations, conducted in 2000, indicated that more than two-

thirds operated variable pay plans of some sort.7 

Kajian tentang Sistem Remunerasi ASN Penyempurnaan Kebijakan 

Sistem Remunerasi ASN juga menunjukkan keterkaitan antara remunerasi 

pegawai terhadap kinerja pegawai sebagai berikut: 

1. Remunerasi dapat memotivasi pegawai untuk mencapai kualitas kinerja 

yang sebaik-baiknya, motivasi untuk melakukan perbaikan terus 

menerus, dan menjadi acuan untuk meningkatkan kemampuan 

individu. 

2. Sistem remunerasi memberikan informasi kepada para pimpinan-

pimpinan unit kerja yang diperlukan untuk mengarahkan bawahan 

dalam mencapai sasaran, dan remunerasi dapat mendorong terjadinya 

kerja sama yang lebih baik. 

 
7 John Shields, Managing Performance Employee and Reward : Concepts, Practices, 
Strategies (United Kingdom : Cambridge University Press, 2007), h. 349-350. 
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Perubahan dan pembaruan yang dilaksanakan dalam rangka untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak mungkin 

akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang 

layak dari pegawai yang menjalaninya.8 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis lebih mendalam mengenai hal tersebut, dengan judul 

“Hubungan Remunerasi dengan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Penerapan remunerasi di LPMP DKI Jakarta masih mengacu pada 

skill pegawai tanpa memperhatikan masa kerja, pangkat atau 

golongan, dan jenjang pendidikan. 

2. Pemberian remunerasi dirasakan oleh pegawai belum mencukupi 

kebutuhan pegawai (aspek indikator “Layak”). 

3. Pemberian remunerasi di LPMP DKI Jakarta masih sebatas dalam 

bentuk financial (direct financial payment) berupa uang di luar gaji. 

 
8 Bappenas, Laporan Kajian Sistem Remunerasi PNS ( Jakarta : Direktorat Aparatur 
Bappenas, 2004), h. 15-16. 
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4. Penerapan remunerasi di LPMP DKI Jakarta belum mencakup 

seluruh aspek komponen remunerasi, yaitu remunerasi langsung 

dan tidak langsung. 

5. Remunerasi yang diterima belum sepenuhnya berdampak pada 

peningkatan kinerja pegawai. 

6. Masih terdapat pegawai yang memiliki kinerja belum optimal 

dikarenakan penetapan kelas jabatan yang dirasakan belum adil. 

7. Kinerja pegawai belum dilakukan secara kesadaran diri. 

8. Masih adanya penumpukan beban kerja pada pegawai (beban kerja 

yang belum merata). 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Remunerasi sebagai variabel (X) yang merupakan variabel bebas, 

dalam hal ini pemberian tunjangan kinerja secara finansial kepada 

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kelas jabatan di 

lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta. 

2. Kinerja Pegawai sebagai variabel (Y) yang merupakan variabel 

terikat, dalam hal ini adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya di lingkungan 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta.  
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Sasaran penelitian ini adalah pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Apakah ada hubungan remunerasi dengan 

kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan DKI Jakarta” 

 

E. Manfaat Penelitian  

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat baik 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis bagi banyak pihak diantaranya 

adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai masukan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, 

informasi, dan acuan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai 

pemahaman hubungan remunerasi dengan kinerja pegawai ASN. 

 
2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk orang banyak dan hal yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
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a. Bagi instansi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak instansi dalam membuat kebijakan dan 

pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan SDM yang 

lebih baik. 

b. Bagi almamater 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi peningkatan keilmuan bagi kalangan akademis dan referensi 

bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

c. Bagi masyarakat/pihak lain 

Sebagai bahan informasi bagi yang membutuhkan pada masa 

yang akan datang untuk lebih menciptakan masyarakat yang lebih 

baik. 


